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The limited possession of resources such as physical capital especially land, finance, and technology 
need social resources empowerment as potential local resources followed  by equality and  inclusiveness in 
implementing of development programs. This paper tries to elaborate sociological theory in the dynamics of social 
capital study especially social networks linked to the social reality on empirical level. In line with the theories of 
new institutionalism, social networks, diffusion of innovation, and social mobilit, on the empirical level it shows that 
agribusiness development is not supported by synchronization of policy environment in macro level, informal rules 
at meso level, and  individual needs in micro level and availability of informal rules at meso and micro levels in the 
community. The failure of agribusiness development is also believed to be affected by unequal social-resources 
and also by less concern on the effect of economic benefit on social network, i.e. without considering the following 
aspects, e.g. (i) Norm and density network; (ii) The Strength of Weak Ties; (iii) The Importance of " Structural 
Holes; and (iv) The Interpenetration of Economic and Non-Economic Action in developing agribusiness. 
Agribusiness community will keep facing obstacles to grab opportunity in accessing information and technology 
innovation and in turn it will lower productivity, income and welfare as well as vertical mobility. 
 




 Keterbatasan penguasaan sumber-sumber produksi berupa kapital material, terutama penguasaan  
sumber daya lahan, modal finansial dan  teknologi, memerlukan upaya pemberdayaan sumber-sumber sosial 
sebagai  potensi sumber daya lokal, serta dengan  memperhatikan segi  kemerataan (equality) dan inklusi sosial 
dalam operasionalisasi program pembangunan.  Tulisan ini berupaya membahas perspektif teori sosiologi dalam 
dinamika studi kapital sosial terutama aspek jaringan sosial (networks) yang dikaitkan dengan realitas sosial pada 
tataran empiris. Selaras dengan analisis teori kelembagaan baru (new institutionalism), teori jaringan, teori difusi 
inovasi, dan teori mobilitas vertikal; ditemukan adanya ketidaksinkronan pengembangan sistem dan usaha 
agribisnis dengan dukungan lingkungan kebijakan (policy environment). Selain itu, juga ada ketidaksinkronan 
politik pengembangan agribisnis pada level makro dengan ketersediaan aturan informal (informal rules) di level 
meso dan mikro dalam komunitas. Kegagalan pengembangan agribisnis juga diyakini merupakan akibat 
ketidakmerataan sumber daya sosial dan kurangnya perhatian kepada pengaruh jaringan sosial (network) 
terhadap manfaat ekonomi, yakni kurang mempertimbangkan aspek norma dan kepadaran (density) jaringan, 
kuat dan lemahnya ikatan (ties), peran lubang struktural (structural holes), dan interpretasi terhadap tindakan 
ekonomi dan ekonomi dalam pengembangan agribisnis. Dalam kondisi demikian, komunitas agribisnis akan tetap 
sulit meraih peluang untuk mengakses informasi dan inovasi teknologi yang berdampak pada rendahnya 
produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan, sehingga akan sulit juga dalam mencapai mobilitas vertikal. 
 





Pemikiran mengenai kapital sosial yang 
dibangun dari hasil studi empiris maupun studi 
literatur  telah memberikan arah penting dalam 
kajian sosiologis maupun ekonomi. Pemanfaatan 
sumber daya material saja tidak lagi memadai 
dalam menjelaskan fenomena pembangunan, 
termasuk pembangunan pertanian, karena ter-
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dapat keterbatasan individu dalam pengua-
saan sumber-sumber produksi berupa kapital 
material. Terbatasnya penguasaan sumber 
daya lahan, modal finansial dan teknologi, 
menyebabkan perlunya upaya untuk member-
dayakan potensi kapital sosial. Pemberdayaan 
kapital sosial tidak terlepas dari potensi 
sumber daya lokal yang meliputi aspek struktur 
dan kelembagaan lokal.    
Pembangunan sumber daya sosial 
sampai saat ini kurang memadai, yang terlihat 
dari lemahnya dukungan lingkungan kebijakan 
(policy environment) berupa regulasi (formal 
rules) dan dukungan politik pertanian. Hal ini 
mengakibatkan lemahnya persediaan sumber-
sumber sosial yang berdampak pada rendah-
nya produktivitas dan peluang pelaku agri-
bisnis terutama petani dalam meningkatkan 
kesejahteraannya.    Pengembangan agribisnis 
terkesan mengabaikan peningkatan kesejah-
teraan petani, karena hanya fokus pada 
peningkatan produksi.  Hal ini merupakan bias 
dari amanat UUPA No.5/1960 dan Tap MPR 
No.IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria 
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 
Pengembangan kapital sosial sesung-
guhnya demikian penting, karena akan dapat 
berkontribusi  dalam upaya pengembangan 
agribisnis dan sekaligus merupakan pember-
dayaan masyarakat lokal. Hal ini selaras 
dengan amanat  UU. No. 32 tentang Peme-
rintahan Daerah serta UU.No.16/2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian. Kedua produk 
hukum ini secara normatif sangat mendukung 
akselerasi pemasyarakatan inovasi pertanian 
di daerah. Regulasi dalam bidang penyuluhan 
pertanian sebagai formal rules digulirkan 
karena adanya gejala semakin melemahnya 
sistem alih teknologi dan adanya kecende-
rungan alih teknologi yang kurang tepat 
sasaran (RPJM Deptan, 2005-2009). Pemba-
ngunan pertanian selama ini belum efektif 
melakukan pemberdayaan potensi lokal baik 
secara struktural maupun kultural. Gejala 
sosial berupa memudarnya pemberdayaan 
potensi lokal, sesungguhnya merupakan suatu 
masalah sosiologis yang sangat mendasar, 
yang antara lain ditunjukkan oleh semakin 
terpinggirkannya sumber daya  lokal oleh arus 
globalisasi.   
Wacana dan perdebatan mengenai 
jaringan sosial telah berlangsung sejak tahun 
1920-an, dan kembali mendapat perhatian 
sejak Bourdeau (1980), Coleman (1988) dan 
Putnam (1993) mengemukakan pandangan-
nya dan hasil penelitiannya mengenai kapital 
sosial. Pesatnya perkembangan studi-studi 
kapital sosial dipengaruhi juga oleh adanya 
publikasi “Social Capital Initiative Working 
Papers” oleh World Bank yang antara lain me-
ngetengahkan hasil penelitian dari Woolcock 
(2000), Grootaert (1999), serta Narayan 
(1999). Di Indonesia, beberapa penelitian 
mengenai kapital sosial telah dilakukan antara 
lain oleh Grootaert (2001) yang mengkaji 
peran kapital sosial dalam mengentaskan 
kemiskinan, dan juga penelitian yang dilaku-
kan oleh Ibrahim (2005) mengenai kehidupan 
berorganisasi, serta di Bali sudah terdapat 
satu penelitian yang dilakukan oleh Vipriyanti 
(2007) dengan memfokuskan kepada keter-
kaitan antara kapital sosial dengan pemba-
ngunan ekonomi wilayah.   
Tulisan ini menyoroti pentingnya pem-
berdayaan masyarakat petani dan potensi 
lokal dalam implementasi suatu program 
pembangunan introduksi supra system dalam 
pengembangan sistem dan usaha agribisnis. 
Hal ini relevan untuk dikaji mengingat semakin 
terdesaknya sektor pertanian dalam pemba-
ngunan di beberapa wilayah. Secara lebih 
detail, paper ini berupaya mencermati pene-
rapan (using theory) antara lain teori 
Granovetter (2005) mengenai ketertambatan 
(embeddedness) tindakan ekonomi yang mele-
kat pada jaringan sosial, teori Nan Lin (2000) 
mengenai inequality sumber-sumber sosial,  
teori kelembagaan baru (New Institutionalism) 
dari Victor Nee (2005), dan  teori difusi inovasi 
yang digagas oleh Roger (1983). Dalam paper 
ini juga didiskripsikan dinamika konsep kapital 
sosial terutama jaringan sosial (networks) dan 
perkembangannya di Indonesia dikaitkan de-
ngan pengembangan agribisnis berbasis 
komunitas,  analisis beberapa perspektif teori 
sosiologi khususnya sosiologi ekonomi dalam 
kajian-kajian kapital sosial, deskripsi isu-isu 
studi mengenai  pemberdayaan jaringan sosial 
sebagai sumber kapital sosial dan implikasinya 
bagi penelitian selanjutnya, dan analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat 
penguasaan dan pemanfaatan jaringan sosial  
dalam peningkatan adopsi inovasi teknologi 
dan pengaruhnya bagi peluang peningkatan 
kesejahteraan komunitas agribisnis. 
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Grootaert (2002) menyatakan bahwa 
kapital sosial merupakan salah satu alternatif 
untuk mengatasi kemiskinan, kesehatan, 
pendidikan, dan ketersediaan kapital ekonomi 
di tingkat rumah tangga. Bahkan menurutnya, 
kontribusi kapital sosial sebanding dengan 
modal manusia. Artinya kapital sosial yang 
bersifat non fisik diyakini mampu menandingi 
peran kapital fisik. Pendapat itu tentunya 
kurang lengkap jika aspek kelembagaan, orga-
nisasi sosial, norma, kepercayaan maupun 
jaringan sosial tidak dianalisis secara detail 
dengan mengutarakan analisis mengenai 
peran masing-masing sumber kapital sosial itu. 
Bisa saja terjadi keragaman tingkat keterse-
diaan sumber-sumber daya sosial diantara 
individu, kelompok, atau dalam komunitas 
tertentu, yang didominasi oleh kontribusi 
jaringan kerja yang ada. Dengan demikian, 
peran jaringan kerja atau jaringan sosial yang 
tumbuh dalam komunitas lokal sangat mungkin 
memberikan kontribusi yang signifikan dalam 
mendukung aktivitas ekonomi masyarakatnya. 
Aspek kultur maupun struktur masyarakat 
yang berbeda antar wilayah akan memuncul-
kan perbedaan ketersediaan sumber-sumber 
sosial. 
Penelitian Ibrahim (2005) di Jakarta 
tidak menemukan jaringan kerjasama antar 
organisasi berlainan jenis, sehingga ko-
produksi di antara organisasi sosial menjadi 
rendah. Sementara itu, salah satu temuan 
Vipriyanti (2007) yang cukup menarik adalah 
mengenai dominannya kontribusi jaringan 
kerja dalam pembangunan ekonomi wilayah.  
Mencermati temuan Vipriyanti (2007) seperti 
dijelaskan di muka, bisa diketengahkan bahwa 
kuatnya ikatan sosial (strongth ties) pada 
organisasi sosial tradisi seperti subak maupun 
banjar di Bali, ternyata mampu memanfaatkan 
jaringan kerja secara optimal. 
 Perkembangan pemikiran mengenai ka-
pital itu sendiri tidak terlepas dari kritik, 
terutama mengenai beragamnya konsep dan 
definisi mengenai kapital sosial.  Aspek lainnya 
yang perlu dicermati adalah mengenai penen-
tuan indikator yang sesuai dalam mengukur 
kapital sosial, serta dalam hal bagaimana 
membangun atau mengembangkan kapital 
sosial. Perbedaan pandangan dan cara men-
definisikan kapital sosial juga terkait dengan 
metode yang digunakan untuk menjelaskan 
kapital sosial itu sendiri. Akan tetapi, bagai-
manapun perbedaan cara pandang dan meto-
de analisis dalam studi-studi kapital sosial, 
ternyata tidak saling mempertentangkan peran 
kapital sosial terutama kontribusi jaringan 
sosial (network) dalam dinamika pemba-
ngunan, termasuk dalam upaya pengemba-
ngan komunitas agribisnis.  
 
Perspektif Sosiologi Ekonomi 
Pemberdayaan Jaringan Sosial dalam 
Pengembangan Agribisnis   
Pandangan mengenai sosiologi ekonomi 
dari Smelser dan Swedberg (2005) sangat 
penting untuk dicermati dalam kerangka mem-
bangun pemahaman atas perspektif sosiologis 
yang digunakan atau diterapkan dalam feno-
mena ekonomi, terutama yang terkait dengan 
aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan 
konsumsi barang dan jasa sebagai sumber 
daya yang terbatas. Konsep ini dikutip  
Smelser dan Swedberg (2005) dari pendapat 
Weber maupun Durkheim, yaitu: “Economic 
sociology can be defined as the sosciological 
perspective applied to economic phenomena.  
A similar but more elaborate version is te 
application of the frames of reference, 
variables, and explanatory models of sociology 
to that complex of activities which is concerned 
with the production, distribution, exchange, 
and consumption of scarce good and 
services”.   
Lebih lanjut, Smelser dan Swedberg 
mengemukakan perspektif sosiologis dalam 
konteks ini yang meliputi interaksi personal, 
kelompok (grup), struktur sosial, kelembagaan, 
dan kontrol sosial termasuk sanksi, norma, 
dan nilai. Dalam perkembangan selanjutnya 
juga ditambahkan aspek jaringan sosial (social 
networks), gender, dan kultur sebagai aspek 
yang mejadi fokus perhatian dalam sosiologi 
ekonomi. 
Pemberdayaan jaringan sosial dalam 
pengembangan agribisnis juga dapat dikaitkan 
dengan upaya Nee dalam menjelaskan  kon-
sep new institusionalism atau kelembagaan 
ekonomi baru yang dikembangkan Victor Nee 
(1998 dan 2005) yang menyatakan: "New 
institutionalist sociology revisits the idea of 
context-bound rationality developed in the 
 4 
FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI. Volume 27 No. 1, Juli 2009 : 1 - 12 
classical period of sociology and focuses on 
the social structural contest within which 
individual interests and group norms develop 
as well as on the reciprocal role of norms and 
interests in effecting institutional change," (p. 
xv). Menurut Nee,  new institutionalism adalah 
sebuah gagasan yang menggabungkan  anta-
ra ekonomi institusional (institutional econo-
mics), dan teori ketertambatan Granovetter 
(Granovetter's embeddedness theory), yakni 
melekatnya jaringan sosial dalam struktur 
sosial. 
 
Beberapa Teori Sosiologi dalam Analisis 
Jaringan Sosial  (Networks) 
Teori Kelembagaan Baru (New 
Institutionalism) 
Secara ringkas pemikiran Nee (2005) 
mengenai Teori Kelembagaan Baru diawali 
dengan gagasannya untuk menjelaskan bagai-
mana institusi berinteraksi dengan jaringan 
sosial (social network) dan norma-norma 
sosial untuk mengarahkan tindakan-tindakan 
ekonomi. Dalam tulisannya mengenai “The 
New Institutionalisms in Economics and 
Sociology,” dimulainya dengan mengemuka-
kan pendekatan yang digagas oleh 
Granovetter dalam memandang jaringan sosial  
yang menyatakan bahwa aktor ekonomi bukan 
atom yang lepas dari konteks masyarakat, 
bukan pula sepenuhnya patuh pada aturan 
sosial. Tingkah laku aktor melekat pada reali-
tas relasi sosial secara nyata dan berlangsung 
dalam relasi sosial antar individu maupun 
kelompok dalam struktur sosialnya. Relasi 
atau hubungan sosial bukanlah institusi. 
Dalam hal ini pandangan Kelembagaan Baru 
mengemukakan bahwa Granovetter hanya  
menjelaskan gejala-gejala mikro yang dekat 
dengan aspek agen atau individu anggota 
komunitas tanpa menjelaskan lebih banyak 
mengenai aspek yang berhubungan degan 
struktur makronya. Juga menurut Nee, 
Granovetter tidak menjelaskan mengapa aktor  
ataupun agen dipandang terpisah dan terlepas  
dari hubungan sosial di tataran struktural 
dalam mengejar kepentingan ekonomi. 
Granovetter (1985) menjelaskan mengenai ke-
tertambatan (embeddedness) jaringan, norma, 
dan kepercayaan dalam struktur sosial untuk 
merevitalisasi logika studi-studi sosiologi eko-
nomi. Lebih jauh ia berpendapat bahwa ikatan 
interpersonal diyakini memainkan peranan 
penting dalam pasar maupun perusahaan. 
Berlandaskan kepada kritik terhadap 
pendekatan Ekonomi Kelembagaan Baru (New 
Institutional Economic) dan mencermati pan-
dangan Garnovetter di atas, Nee mengemuka-
kan model institusional baru dari perspektif 
























Gambar 1. Model Interaksi Regulasi Formal (Level Makro) dengan Organisasi (Level Messo), dan Individu pada 
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Model multi level di atas  menerangkan 
mengenai keterkaitan fungsi lingkungan 
institusional berupa regulasi formal yang di-
terapkan oleh pemerintah (policy environment) 
dalam menata hak-hak kepemilikan, menata 
pasar, dan perusahaan, yang berintegrasi 
dengan aturan formal dan informal di level 
meso (organisasi) dan juga pada level mikro 
(grup sosial dan individu). Model ini meman-
dang mekanisme institusional memiliki 
penyebab yang lebih dalam karena sangat 
menentukan insentif.  Dalam pandangan New 
Institusional, norma-norma yang ada akan ber-
interaksi dengan hukum formal (formal rules) 
dalam merealisasikan kepentingan individu.   
 
Tabel 1. Prinsip-prinsip Dasar dari Sosiologi 
Ekonomi Kelembagaan Baru 
 
Komponen Deskripsi 
Asumsi Rationality terikat dalam konteks 
masyarakat; aktor didorong oleh 
interes, biasanya dibentuk oleh 
faktor kepercayaan, norma dan 
ikatan-ikatan jaringan sosial. 
Aktor  Organisasi; individu mengartikulasi-




Sistem saling hubungan antara 
institusi formal dan informal. Sistem 
ini memfasilitasi, mendorong dan 
mengatur tindakan ekonomi 
Mekanisme 
level makro 
UU, Peraturan  pemerintah; 
mekanisme pasar; tindakan kolektif 
Mekanisme 
level mikro 
Tindakan individu dalam network/ 
organisasi; tindakan itu didorong 
oleh interest individu  
 
Intinya, Nee mengemukakan adanya 
terjadi mekanisme integrasi hubungan formal 
dan informal pada setiap level kausal, yakni 
pada tataran mikro (individu), meso (kelompok 
ataupun organisasi), dan tataran makro berupa 
lingkungan kebijakan (policy environment). 
Jika integrasi itu tidak berjalan sesuai dengan 
harapan, maka kemungkinan ada kecende-
rungan terjadi inequality sumber-sumber sosial 
seperti yang dikemukakan  Lin (2000).  Pada 
intinya ia membahas mengenai ketidak-
merataan (inequality) kapital sosial dengan 
menganalisis hambatan struktural dan dina-
mika norma-norma sosial dalam interaksi ma-
syarakat. Ia menjelaskan masalah inequality 
kapital sosial berdasarkan perspektif “neo 
capital theories” yakni suatu pendekatan yang 
memandang bahwa aktor/individu ataupun 
komunitas dapat menguasai dan mengakumu-
lasikan sumber daya yang meliputi kapital fisik 
seperti lahan, uang, dan alat produksi lainnya, 
serta kapital non fisik yang meliputi kapital 
sosial maupun informasi. 
Proposisi yang menarik dikemukakan 
adalah bahwa ketidakmerataan sumber daya 
(termasuk jaringan sosial) akan menyebabkan 
ketidakseimbangan sosial (social inequality). 
Disini ia mengemukakan definisi kapital sosial 
sebagai investasi yang dapat dimanfaatkan 
dalam mencapai hasil yang diharapkan, dan 
investasi itu tertambat (embedded) dalam 
relasi sosial. Lebih lanjut dikemukakan bahwa: 
“Social capital is conceptualized as (1) quantity 
and/or quality of resources that an actor (be it 
an individual or group or community) can 
access or use through (2) its location in a 
social network. The first conceptualization of 
social capital emphasizes resources-the 
resources embedded in social relations, or 
social resources. The second conceptualiza-
tion emphasizes locations in a network or 
network characteristics. The general propo-
sition is that social capital enhances the 
likelihood of instrumental returns, such as 
better jobs, earlier promotions, higher earnings 
or bonuses, and expressive returns, such as 
better mental health”   
Kapital sosial dikonsepsikan sebagai 
kuantitas dan atau kualitas sumber daya yang 
oleh aktor (individu, kelompok, atau komu-
nitas) dapat diakses dan dimanfaatkan melalui 
posisi atau lokasinya dalam jaringan sosial.  
Konsep di atas, menjelaskan bahwa yang 
pertama mengandung pengertian mengenai 
sumber kapital sosial yang dapat diakses pada 
relasi sosial, sedangkan konsep yang kedua 
memberi penekanan  mengenai lokasi atau 
sumber kapital sosial berada pada jaringan 
sosial atau karakteristik jaringan sosial.  
Pada tataran empiris, beberapa studi 
secara meyakinkan menemukan bahwa sum-
ber daya sosial berpengaruh terhadap penca-
paian hasil kegiatan seperti pada kegiatan 
mencari pekerjaan, promosi, dan kegiatan 
memenuhi nafkah. Bahkan beberapa studi 
secara empiris juga menyatakan sumber daya 
sosial sangat berpengaruh terhadap penca-
paian peningkatan status sosial ekonomi. 
Lebih lanjut, Lin mengetengahkan proposisi 
bahwa semakin baik posisi dalam kelompok, 
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organisasi, atau komunitas; maka semakin 
baik juga peluang dalam mengakses dan 
memanfaatkan sumber daya sosial.  Demikian 
halnya mengenai proposisi  bahwa semakin 
kuat jaringan sosial (semakin lemah ikatan 
sosial) akan berasosiasi positif dengan sumber 
daya sosial. Terakhir dikemukakan bahwa 
karakteristik jaringan sosial juga berpengaruh 
terhadap penguasaan dan pemanfaatan 
sumber daya sosial.  Lin juga meyakini bahwa 
terdapat hambatan struktural antara lain beru-
pa ketidakseimbangan posisi sosial ekonomi 
diantara individu, yang cenderung akan meng-
gunakan kekuatan ikatan sosial mengikat dan 
faktor kekerabatan dalam mengakses sumber-
sumber sosial. Hal ini tampaknya secara 
empiris belum mendapat fokus perhatian dari 
lingkungan kebijakan pemerintah Indonesia, 
sehingga tujuan pengembangan agribisnis 
masih sulit dicapai. Petani dan pelaku agri-
bisnis lainnya cenderung terpinggirkan, 
sementara pencapaian target produktivitas 
merupakan suatu keniscayaan yang harus 
dicapai. 
 
Teori Jaringan Sosial 
Jaringan sosial merupakan salah satu 
dimensi kapital sosial selain kepercayaan dan 
norma. Konsep jaringan dalam kapital sosial 
lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar 
simpul yang bisa berupa orang atau kelompok 
(organisasi).  Dalam hal ini terdapat pengertian 
adanya hubungan sosial yang diikat oleh 
adanya kepercayaan yang mana kepercayaan 
itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-
norma yang ada.  Pada konsep jaringan ini, 
terdapat unsur kerja, yang melalui media 
hubungan sosial menjadi kerja sama.  Pada 
dasarnya jaringan sosial terbentuk karena 
adanya rasa saling tahu, saling menginforma-
sikan, saling mengingatkan, dan saling mem-
bantu dalam melaksanakan ataupun menga-
tasi sesuatu.  Intinya, konsep jaringan dalam 
kapital sosial menunjuk pada semua hubungan 
dengan orang atau kelompok lain yang 
memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara 
efisien dan efektif (Lawang, 2005).  Selanjut-
nya, jaringan itu sendiri dapat terbentuk dari 
hubungan antar personal, antar individu 
dengan institusi, serta jaringan antar institusi.  
Sementara jaringan sosial (networks) merupa-
kan dimensi yang bisa saja memerlukan 
dukungan dua dimensi lainnya karena kerja 
sama atau jaringan sosial tidak akan terwujud 
tanpa dilandasi norma dan rasa saling 
percaya.     
Lebih lanjut, dalam menganalisis jari-
ngan sosial, Granovetter (2005) mengetengah-
kan gagasan mengenai pengaruh struktur 
sosial terutama yang dibentuk berdasarkan 
jaringan terhadap manfaat ekonomis khusus-
nya menyangkut kualitas informasi. Menurut-
nya terdapat empat prinsip utama yang melan-
dasi pemikiran mengenai adanya hubungan 
pengaruh antara jaringan sosial dengan 
manfaat ekonomi, yakni: Pertama, norma dan 
kepadatan jaringan (network density). Kedua, 
lemah atau kuatnya ikatan (ties) yakni manfaat 
ekonomi yang ternyata cenderung didapat dari 
jalinan ikatan yang lemah.  Dalam konteks ini 
ia menjelaskan bahwa pada tataran empiris, 
informasi baru misalnya, akan cenderung 
didapat dari kenalan baru dibandingkan 
dengan teman dekat yang umumnya memiliki 
wawasan yang hampir sama dengan individu, 
dan kenalan baru relatif membuka cakrawala 
dunia luar individu. Ketiga, peran lubang 
struktur (structural holes) yang berada di luar 
ikatan lemah ataupun ikatan kuat yang 
ternyata berkontribusi untuk menjembatani 
relasi individu dengan pihak luar. Keempat, 
interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan 
non ekonomi, yaitu adanya kegiatan-kegiatan 
non ekonomis yang dilakukan dalam kehi-
dupan sosial individu yang ternyata mempe-
ngaruhi tindakan ekonominya. Dalam hal ini 
Granovetter menyebutnya ketertambatan tin-
dakan non ekonomi dalam kegiatan ekonomi  
sebagai akibat adanya jaringan sosial.  
Demikian halnya mengenai ketertam-
batan kegiatan ekonomi dalam struktur, 
budaya, politik, bahkan agama.  Satu hal lagi 
yang juga dikemukakan  adalah mengenai 
adanya pengaruh yang sedemikan kuat dari 
struktur ataupun jaringan sosial terhadap 
pengembangan ekonomi yang menyangkut 
masalah pengaruh struktur sosial terhadap 
distribusi tenaga kerja, dalam hal ini dijelaskan 
bagaimana jaringan kerja memainkan peranan 
penting dalam pasar tenaga kerja.  Selain itu, 
disebutkan juga peranan jaringan kerja dalam 
dinamika pasar, terutama dalam hal per-
geseran atau bahkan penetapan harga antara 
pembeli dan penjual yang timbul sebagai 
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akibat jaringan sosial.  Terakhir juga diuraikan 
oleh Granovetter, bagaimana jaringan sosial 
berperan sebagai sumber inovasi beserta 
adopsinya, sebagai gambaran adanya inter-
penetrasi kegiatan sosial dalam tindakan 
ekonomi. 
Pada dasarnya jaringan sosial dan 
perannya dalam pengembangan agribisnis 
berbasis komunitas erat kaitannya dengan 
teori difusi  inovasi yang diperkenalkan oleh 
Roger (1983). Menurut teori ini, masuknya 
suatu inovasi dalam sistem sosial sangat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 
berupa faktor internal yang berupa ciri-ciri atau 
karakteristik individu yang akan berkonse-
kuensi pada terjadinya perubahan dalam 
sistem sosial itu, sebagai akibat dari peng-
adopsian ataupun penolakan suatu inovasi  
dalam pengembangan agibisnis. 
Schoorl (1980) mengemukakan bahwa 
perkembangan agraria - yang pada hakekat-
nya pengembangan agribisnis - ditentukan 
oleh sejumlah faktor yang satu sama lain 
banyak saling berhubungan.  Dalam model itu, 
tujuan utama dari kebijakan pemerintah adalah 
memperbesar produksi dan melakukan 
perubahan-perubahan agraria untuk memberi 
jaminan sosial dan ekonomi yang mantap bagi 
petani. Pada tataran operasional, tujuan kedua 
ini diterima meskipun banyak yang hanya 
sebatas kata-kata. 
Faktor-faktor penting yang berpengaruh 
terhadap kedua tujuan utama kebijakan 
pemerintah adalah: (a) Perbandingan manusia 
terhadap sumber daya lahan, yang tidak 
semata-mata menyangkut rata-rata tetapi lebih 
kepada luas lahan yang tersedia bagi petani 
untuk keperluan pengembangan agribisnis;  
(b) Kepadatan dan pertambahan penduduk;  
(c) Perkembangan industri dan urbanisasi; (d)  
Sistem kebudayaan; (e) Struktur sosial; (f)  
Struktur agraria,  terutama aspek  distribusi ta-
nah pertanian secara adil dan adanya jaminan 
yang mantap dalam hubungan dengan hak 
guna atau sewa dan pajak secara adil; (g)  
Fasilitas komunikasi dan informasi; (h)  Infra-
struktur agraria; dan (i) Penggunaan metode 
dan teknik baru, terkait dengan inovasi 
teknologi. Menurut Schoorl (1980), adopsi  
inovasi teknologi sangat esensial untuk 
perkembangan agraria dan sangat tergantung 
dari kebanyakan faktor-faktor lain, seperti 









Gambar 2. Model Pembangunan Agribisnis 
(Schroorl, 1980) 
 
Menurut gambar di atas, jalannya arus-
arus terpenting yang menentukan pemba-
ngunan agraria dalam mencapai tujuan pem-
bangunan adalah: (1) peningkatan produksi, 
dan (2) perubahan-perubahan agraria. Dalam 
beberapa hal terdapat pula hubungan timbal 
balik seperti antara faktor “d” (sistem 
kebudayaan), dengan “e”  (struktur sosial). 
Sementara, Schoorl (1980) memandang 
bahwa inovasi teknologi (i) merupakan faktor 
sangat penting yang banyak dipengaruhi faktor 
lain dalam menentukan pencapaian tujuan 
pembangunan, terutama aspek pening-katan 
produksi. 
Adopsi inovasi merupakan konsep yang 
merujuk kepada suatu proses, yakni proses 
mental yang terjadi pada diri individu sejak 
pertama kali mengenal inovasi sampai me-
ngadopsinya. Inovasi menurut Price (1972) 
merujuk kepada dimensi waktu dalam mene-
rapkan suatu gagasan atau ide-ide baru. 
Inovasi merupakan bagian dari konsep peru-
bahan sosial yang mengandung adanya gejala 
modifikasi sistem struktur dan kultur. Semua 
inovasi merupakan perubahan sosial, tetapi 
perubahan sosial bukan inovasi. 
Penyebaran atau diseminasi inovasi 
teknologi pada dasarnya merupakan transfer 
teknologi dari hasil-hasil penelitian kepada 
pengguna. Proses penyebaran inovasi tentu-
nya sangat tergantung dari beberapa hal, 
termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan budaya 
masyarakat. Salah satu prakondisi yang di-
perlukan dalam percepatan diseminasi inovasi 
teknologi adalah dengan penguatan terhadap 
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proses dan kondisi yang diperlukan, termasuk 
pemanfaatan potensi sumber daya lokal 
(Lionberger dan Gwin, 1991). Adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi 
inovasi antara lain adalah sifat-sifat inovasi itu 
sendiri, dan saluran komunikasi yang diguna-
kan dalam diseminasi inovasi. Disamping itu, 
diketahui bahwa terdapat faktor lain yang 
mempengaruhi tingkat adopsi inovasi meliputi: 
kondisi sosial ekonomi, karakteristik personal 
yang mencakup aspek rasionalitas dan sikap 
terhadap perubahan (Rogers, 1983;  Roling, 
1988; Van den Ban, A.W dan Hawkins H.S,  
1988). Menurut Lawsons (2000), pengaruh 
inovasi teknologi dan ekonomi menyebabkan 
perubahan struktur, atau lebih konkritnya 
adalah perubahan kelas sosial sebagai akibat 
adanya mobilitas sosial, terutama mobilitas 
vertikal anggota masyarakat. 
Penulis sependapat dengan pemikiran 
bahwa teori kelembagaan baru memberikan 
penekanan kepada interaksi komponen kapital 
sosial berupa jaringan sosial yang ada pada 
level mikro dan meso dengan hukum formal 
(formal rules) atau dapat dikatakan sebagai 
lingkungan kebijakan (policy environment) di 
level makro dalam merealisasikan kepentingan 
individu. Dalam pembangunan agribisnis 
nasional, cenderung terjadi yang sebaliknya, 
yakni adanya  pengabaian peran sumber daya 
lokal di level meso dan mikro.  Peran supra 
sistem dalam memfasilitasi suatu kegiatan 
selalu mengedepankan supra sistem yang 
bersifat top down, sehingga terkesan kurang 
inklusif dan cenderung mengalami kegagalan.  
Di Indonesia kasus-kasus serupa sangat 
banyak dijumpai, termasuk dalam hal pengem-
bangan beberapa kegiatan mendukung prog-
ram pengembangan sistem agribisnis sebagai 
salah satu program pembangunan pertanian.   
Pada sisi lain tidak dapat dipungkiri 
bahwa di masyarakat sering ditemui adanya 
hambatan struktural dalam mengintegrasikan 
lingkungan kebijakan dengan karakteristik 
organisasi maupun individu anggota masya-
rakat di level mikro.  Hal ini sejalan dengan 
teori neo capital yang dikemukakan oleh Lin 
(2000) yang menekankan  ketidakmerataan 
(inequality) kapital sosial dengan menganalisis 
hambatan struktural antara lain berupa 
ketidakseimbangan posisi sosial ekonomi 
diantara individu, yang cenderung akan meng-
gunakan kekuatan ikatan sosial mengikat dan 
faktor kekerabatan dalam mengakses sumber-
sumber sosial.  Proposisi yang cukup menarik 
ia kemukakan bahwa ketidakmerataan sumber 
daya (termasuk kapital sosial) akan menye-
babkan ketidakseimbangan sosial (social 
inequality). Kapital sosial dikonsepsikan seba-
gai kuantitas dan atau kualitas sumber daya 
yang oleh aktor (individu, kelompok, atau 
komunitas) dapat diakses dan dimanfaatkan 
melalui posisi atau lokasinya dalam jaringan 
sosial. Konsep di atas menjelaskan bahwa 
yang pertama mengandung pengertian me-
ngenai sumber kapital sosial yang dapat 
diakses pada relasi sosial, sedangkan konsep 
yang kedua memberi penekanan  mengenai 
lokasi atau sumber kapital sosial berada pada 
jaringan sosial atau karakteristik jaringan 
sosial. Demikian halnya mengenai proposisi  
bahwa semakin kuat jaringan sosial (semakin 
lemah ikatan sosial) akan berasosiasi positif 
dengan sumber daya sosial. Pandangan Lin 
(2000) tentunya sangat kontributif dalam 
menganalisis distribusi sumber-sumber sosial 
dalam masyarakat. Fenomena elitisme agri-
bisnis merupakan satu contoh implikasi dari  
implementasi kebijakan pembangunan pertani-
an di Indonesia yang kurang memberikan 
perhatian kepada interaksi lingkungan kebija-
kan (policy environment) dengan karakteristik 
individu, organisasi sosial,  pada komunitas.  
Sejalan dengan pandangan itu,  
Garanovetter (2005) mengutarakan mengenai 
teori jaringan sosial dengan menjelaskan 
hubungan pengaruh antara jaringan sosial 
dengan manfaat ekonomi seperti yang telah 
diutarakan di muka.  Dalam hal ini Granovetter 
menyebutnya ketertambatan tindakan non 
ekonomi dalam kegiatan ekonomi, seperti 
halnya bagaimana jaringan sosial berperan 
sebagai sumber inovasi yang terkait dengan 
teori difusi inovasi. Sayangnya dalam dinamika 
pembangunan pertanian di Indonesia ada ang-
gapan bahwa inovasi yang didesiminasikan 
kepada masyarakat akan selalu melalui ta-
hapan yang linear dan homogen. Karakteristik 
sosiologis yang mencakup struktur dan kultur 
masyarakat kurang dicermati, sehingga teori 
difusi inovasi  sering diterapkan dengan model 
yang sama di setiap wilayah.  Dalam konteks 
Indonesia, hal ini terjadi saat maraknya 
program penyuluhan pertanian yang ditujukan 
untuk mendongkrak produktivitas. Para penyu-
luh ataupun bahkan birokrasi pembangunan 
pertanian memberlakukan pedoman dan pe-
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tunjuk teknis dalam penyuluhan dengan  
persepsi bahwa tahapan yang dilalui dalam 
proses itu adalah sama di seluruh daerah. Hal 
ini berdampak terhadap seragamnya strategi 
dan kebijakan penyuluhan pertanian di 
Indonesia, tanpa mencermati aspek  spesifik 
lokasi. Akibatnya, peningkatan produktivitas 
dan pencapaian peningkatan pendapatan akan 
sulit dicapai.   
 
JARINGAN  SOSIAL DAN 
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERBASIS 
KOMUNITAS: “ Pengalaman di Indonesia” 
 
Pengembangan agribisnis merupakan 
upaya pemerintah membangun suatu sistem 
atau struktur agribisnis yang mencakup 
industri hulu pertanian, usaha budidaya (on-
farm), industri hilir pertanian, serta jasa-jasa 
pendukung yang berdaya saing, berkerak-
yatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi.  
Definisi formal itu memperlihatkan bahwa 
pengembangan agribisnis belum sepenuhnya 
berorientasi kepada aspek pengembangan 
aktor manusia pelaku agribisnis. Menurut 
Sitorus (1999), bahaya elitisme agribisnis 
terkait dengan sifat elitisme yang melekat pada 
agribisnis sebagai artikulasi cara produksi 
kapitalis atau sekurang-kurangnya komersialis.  
Sifat elitisme juga dimaksudkan sebagai pemi-
hakan agribisnis pada kepentingan elit ekono-
mi, yaitu para pemilik modal. Sehubungan 
dengan itu pemanfaatan sumber daya dan 
potensi lokal termasuk kapital sosial, diyakini 
dapat mereduksi peluang elitisme agribisnis. 
Dalam rangka mengantisipasi bahaya 
elitisme agribisnis itu, maka Kritik Sosiologi 
yang dikemukakan oleh Sitorus et.al (2001) 
sangat baik untuk dicermati. Kritik yang 
disampaikan dalam laporan hasil penelitiannya 
mengenai Agribisnis Berbasis Komunitas: 
”Sinergi Modal Ekonomi dan Modal Sosial”, 
diawali dengan mengemukakan tahapan per-
kembangan agribisnis yang dilandasi pemi-
kiran dari sudut Ekonomi yang terdiri dari tiga 
tahap. Pertama, agribisnis berbasis sumber 
daya, yaitu pembangunan agribisnis yang 
digerakkan oleh kelimpahan faktor poduksi 
(factor driven) yakni sumber daya alam dan 
sumber daya manusia berupa tenaga kerja 
yang unskilled labor. Tahap kedua adalah 
pembangunan agribisnis yang berbasis inves-
tasi (investment driven) yang padat modal 
dengan didukung tenaga kerja terdidik (capital 
intensive and skilled-labor). Kemudian tahap 
yang terakhir adalah pembangunan agribisnis 
yang berbasis inovasi (innovation driven) yang 
lebih digerakkan oleh kemajuan teknologi serta 















































Gambar 3. Tahapan Perkembangan Pembangunan Agribisnis (disarikan dari Sitorus et al.,  2001) 
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(science and skilled labor-based). Secara 
ringkas, visualisasi dari ketiga tahapan dan 
alternatif pemikiran sosiologis perkembangan 
pembangunan agribisis dapat dilihat pada 
Gambar 3. 
Menurut Sitorus el al. (2001), pada titik 
ini konsep ekonomi neo klasik tentang kelem-
bagaan sistem agribisnis tersebut dihadapkan 
pada suatu kritik sosiologi, yang berkenaan 
dengan adanya bahaya penyingkiran mayo-
ritas kaum tani. Dari sudut pandang sosiologi, 
proses pembangunan sistem agribisnis ber-
tahapan tiga sebagaimana dirumuskan para 
ahli ekonomi tersebut di atas cenderung ber-
sifat elitis.         
Studi yang dilakukan Sitorus et al. 
(2001) merupakan upaya yang kuat untuk 
mengkaji pengalaman empiris mengenai dam-
pak pembangunan  pertanian yang kurang ber-
orientasi kepada masyarakat (people center 
development). Oleh karena itu ada tantangan 
bagi sosiolog untuk merumuskan suatu 
pengembangan sistem agribisnis yang bersifat 
melibatkan mayoritas kaum tani sebagai sub-
yek tidak semata-mata hanya sebagai obyek. 
Tantangan itulah yang melandasi munculnya 
pemikiran tentang agribisnis berbasis komu-
nitas. Konsep agribisnis berbasis komunitas 
mesti dipahami sebagai proses interaksi sosial 
dan proses kerja sekaligus, dan di dalam 
proses tersebut teraktualisasikan tiga jenis 
modal, yaitu modal alamiah, modal ekonomi, 
dan modal sosial (kapital sosial). Sinergi ketiga 
jenis kapital itulah yang semestinya menjadi  
bahan pertimbangan utama dalam perenca-
naan maupun operasionalisasi suatu kebijakan 
pembangunan pertanian. Hal ini mengindikasi-
kan bahwa keseimbangan (equality) dan inklu-
sifitas dalam pembangunan masih sangat 
diperlukan guna mencapai sasaran ataupun 
tujuan pembangunan, yang tentunya tidak 
hanya masalah produktivitas, melainkan bagai-
mana komunitas agribisnis dapat meningkat-
kan pendapatan dan kesejahteraannya melalui 
pemberdayaan dan pengembangan jaringan 





Paparan di atas memperlihatkan per-
kembangan ataupun perbedaan berkenaan 
dengan konsep definisi kapital sosial, sumber 
dan jenis kapital sosial, serta metode yang 
digunakan dalam menjelaskan kapital sosial. 
Hal ini terjadi baik di kalangan ilmu sosiologi 
maupun ekonomi. Meskipun demikian, perbe-
daan cara pandang dan metode analisis 
tersebut ternyata tidak saling bertentangan 
terutama dalam pemberdayaan masyarakat, 
termasuk dalam upaya pengembangan komu-
nitas agribisnis yang dikaitkan dengan mobi-
litas vertikalnya.   
Pada dasarnya kapital sosial terdiri dari 
tiga dimensi utama yakni kepercayaan (trust), 
norma, dan jaringan (network). Berdasar 
sifatnya, kapital sosial dapat bersifat mengikat 
(bonding), menyambung (bridging), dan yang 
bersifat mengait (linking).  Sifat kapital sosial 
itu sangat kentara dalam dimensi jaringan 
sosial. Peran yang dimainkan oleh jaringan 
sosial dalam pembangunan tidak sama di 
setiap wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa 
kapital sosial juga bervariasi antar wilayah, 
demikian juga dampak yang ditimbulkannya. 
Aspek yang terakhir ini sangat jarang 
dikemukakan oleh ahli kapital sosial.  Dengan 
demikian, jaringan  sosial juga bersifat local 
indigeneous, atau mengandung dimensi 
kelokalan yang tidak dapat digeneralisasikan 
dalam setiap kajian. 
Studi-studi mengenai jaringan sosial 
dalam perspektif sosiologi ekonomi masih 
didominasi oleh topik-topik yang mengkaitkan 
jaringan sosial itu dengan kesejahteraan, 
kemiskinan, ataupun pembangunan ekonomi 
pada umumnya. Sebagian besar unit analisis-
nya cenderung di tataran mikro-meso, dan 
sedikit yang sudah mulai menganalisis jari-
ngan sosial di tingkat meso dan makro. Kasus-
kasus dalam konteks Indonesia yang memiliki 
keragaman struktur maupun kultur, etnis, 
agama,  tidak cukup dianalisis pada taraf mikro 
saja. Sebagian besar sistem sosial masyarakat 
Indonesia memiliki spesifikasi struktur maupun 
kultur, yang di dalamnya mengandung kapital 
sosial yang potensinya beragam, sehingga 
pengembangan dan pemberdayaan jaringan 
sosialnya juga relatif berbeda dan terkait 
dengan sifat ikatan sosial di setiap wilayah.  
Oleh karenanya sangat penting untuk meng-
analisis aspek  kekuatan ikatan (lemah atau 
kuat), aspek menyambung (lemah atau kuat), 
dan aspek mengait (lemah atau kuat) dalam 
pengembangan agribisnis.   
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Dalam memahami konsep agribisnis 
berbasis komunitas sebagai proses interaksi 
sosial dan proses kerja sekaligus, yang di 
dalamnya teraktualisasikan tiga jenis modal 
yaitu modal alamiah, modal ekonomi, dan 
modal sosial (kapital sosial); harus memper-
hatikan jaringan sosial yang ada. Sinergi  ke-
tiga jenis kapital itulah yang semestinya 
menjadi bahan pertimbangan utama dalam 
perencanaan maupun operasionalisasi suatu 
kebijakan pembangunan pertanian. Hal ini 
mengindikasikan bahwa kemerataan (equality) 
dan inklusifitas dalam pembangunan tetap per-
lu selalu diciptakan guna mencapai  sasaran 
pembangunan, yang tentunya tidak hanya 
masalah produktivitasnya, melainkan bagai-
mana individu anggota komunitas  agribisnis 
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